
 
BUPATI KAIMANA 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAIMANA 

NOMOR   2   TAHUN 2020 

 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAIMANA 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

bagin ketiga pergeseran anggaran pasal 160 ayat 4 Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan  Bupati Nomor 49 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 
landasan pelaksanaannya. 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 

2001 Nomor 135), Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi papua menjadi Undang-Undang (Lembaran 

negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2884); 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan  Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

129). 
4. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004  Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400; 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 5587)sebagaimana 
terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 5679); 
 
 
 



13. Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan   dan  Pengawasan   atas  Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090; 
14. Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2005 tentang _Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4540); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
16. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
20. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan  pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Penerapan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 



24. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 
2020; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kaimana (lembaran Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 14 Tahun 
2019 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daeran 

Tahun 2020. 

 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan   :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN  BUPATI NOMOR 49 
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020 
 

Pasal 1 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaimana Nomor 49 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 no 270) diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ; 
 

2. Pendapatan Daerah Rp.                  1.153.075.149.007,-  

3. Belanja Daerah Rp.                  1.217.401.584.766,-  

  ____________________________ (-) 

 Defisit Rp.                       64.326.435.759,- 

4. Pembiayaan Daerah:   

a. Penerimaan Rp.                       64.326.435.759,-  

b. Pengeluaran Rp.                                             0,-  

 ____________________________ (-) 

Pembiayaan Netto Rp.                                             0,-  

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

tahun Berkenaan  :   

Rp.                                               0,-  

 

 

 

 
 



2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan bupati ini 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Bupati Kaimana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah. 
 

 

    Ditetapkan di Kaimana 
    pada tanggal  7 Februari 2020 

 

        BUPATI  KAIMANA 
 

              CAP/TTD  

 
       MATIAS MAIRUMA 

 

 

 
Diundangkan di Kaimana 

Pada tanggal  7 Februari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, 

CAP/TTD 

RITA TEURUPUN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR  273 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
 

 

 
SITI ROHMA, SH 

PEMBINA 

NIP. 19750620 200012 2 008 

 


